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5.1 Kesimpulan

1. Latar belakang larangan menikahi yang sekampung dengan mantas istri atau
suami di Nagari Kajai Kabpupaten Pasaman Barat sebagai mekanisme pengatur
untuk mencegah terulangnya terjadinya konflik, kecemburuan, dan pertikaian
antarkeluarga. Latar belakang ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak
muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dari pengalaman sosial dan
kebutuhan nyata masyarakat dalam menjaga ketenteraman hidup bersama.
Alasan utama diberlakukannya larangan menikahi yang sekampung dengan
mantan istri atau suami di Nagari Kajai adalah untuk menjaga perasaan (raso),
keharmonisan hubungan kekerabatan, dan ketertiban sosial dalam kampung.
Nilai adat Minangkabau yang berlandaskan raso jo pareso mendorong
masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan
keinginan individual, khususnya dalam urusan pernikahan pascacerai. Berfungsi
sebagai bentuk kehati-hatian sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman,
kecemburuan, dan konflik berkepanjangan antara keluarga mantan pasangan.
Dengan demikian, adat tidak sekadar membatasi perilaku, tetapi berperan
sebagai penjaga keseimbangan sosial.

2. Tinjauan maslahah larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau
suami di Nagari Kajai, berawal berdasarkan teori manifest dan laten Robert K.
Merton, larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di
Nagari Kajai dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah konflik sosial
(fungsi manifest) serta sebagai instrumen pengukuhan otoritas adat yang
mengatur hubungan privat warga (fungsi /laten). Dianalisis dengan
menggunakan konsep maslahah menurut Imam Al-Ghazali, dimana tindakan
yang secara hukum tidak dilarang, seperti pernikahan antara orang yang
sekampung, dibatasi untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Dalam
konteks ini, larangan pernikahan ini bertujuan untuk menjaga hifz al-nasl

(memelihara keturunan) dan 4ifz al-nafs (memelihara jiwa), dengan memastikan
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hubungan sosial tetap harmonis dan bebas dari ketegangan yang dapat merusak
kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, larangan menikahi yang sekampung dengan
mantan pasangan berfungsi sebagai upaya untuk melindungi keturunan dan
menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, larangan ini lebih
merupakan pembatasan sosial yang dilakukan demi kemaslahatan umat, yaitu untuk
menjaga agar hubungan sosial tidak terganggu oleh potensi kerusakan yang bisa
muncul. Larangan ini tidak mengharamkan pernikahan secara zat, melainkan
membatasi pelaksanaannya demi mencegah mudarat yang lebih besar. Status
hukumnya dapat dipahami sebagai ‘urf shahih yang bekerja melalui mekanisme
sadd al-dzari’ah dan taqyid al-mubah untuk menjaga kemaslahatan bersama, yang
artinya larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami tidak
melarang pernikahan itu sendiri, karena menikah dengan orang sekampung
sebenarnya diperbolehkan dalam agama (halal). Namun, adat membatasi atau
mengatur pelaksanaannya, karena pernikahan seperti itu bisa menimbulkan masalah
sosial yang lebih besar, seperti konflik antar keluarga atau keretakan hubungan..
Dengan demikian, adat dan syariat tidak berada dalam posisi yang saling
bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mengatur kehidupan sosial

masyarakat Nagari Kajai.
5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar larangan adat yang ada di
Nagari Kajai dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait dampaknya terhadap
perempuan. Larangan menikahi mantan pasangan sekampung memberikan dampak
secara gender terhadap perempuan, karena aturan ini mempersempit pilihan jodoh
mereka di kampung tersebut. Hal ini dapat berakibat pada terbatasnya kesempatan
perempuan untuk menikah lagi setelah perceraian atau kematian pasangan. Oleh
karena itu, meskipun larangan ini bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga
keharmonisan antar keluarga, perlu dipertimbangkan apakah dampak sosialnya
terhadap perempuan justru lebih merugikan. Untuk itu, penelitian selanjutnya
disarankan untuk lebih mendalam menggali efek larangan adat terhadap

perempuan, terutama dalam hal kebebasan mereka dalam memilih pasangan hidup,
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yang tampaknya semakin terbatas. Rekomendasi ini penting mengingat
keterbatasan data dalam penelitian ini, sehingga penelitian lanjutan bisa
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak larangan adat yang lebih

luas terhadap perempuan.
5.3 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam kajian hukum dan sosiologi
hukum, khususnya dalam memahami peran living law dalam masyarakat adat.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat yang tidak tertulis memiliki
daya ikat sosiologis yang sangat kuat, bahkan dalam beberapa konteks lebih efektif
dibandingkan hukum positif negara dalam mencegah konflik keluarga dan menjaga
ketertiban sosial. Di Nagari Kajai, larangan adat beserta sanksinya terbukti mampu
mengontrol perilaku masyarakat secara konsisten tanpa memerlukan instrumen
hukum formal. Hal ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dan diterima oleh
masyarakat memiliki legitimasi sosial yang tinggi serta berperan penting dalam

menjaga stabilitas komunitas lokal.
5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data yang diperoleh lebih banyak
bersumber dari para penegak adat, seperti niniak mamak dan tokoh masyarakat,
sementara perspektif langsung dari subjek hukum, yaitu individu yang pernah
mengalami atau berpotensi mengalami larangan adat, masih relatif minim.
Keterbatasan ini menyebabkan penelitian lebih menonjolkan sudut pandang
normatif dan struktural dibandingkan pengalaman personal pelaku. Padahal,
perspektif pelaku penting untuk melihat kemungkinan sisi lain atau potensi
disfungsi dari penerapan larangan adat tersebut. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam pengalaman individu yang
terdampak larangan adat agar diperoleh gambaran yang lebih seimbang dan

komprehensif.
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